
 

 

PENERAPAN AKAD HIWALAH DALAM TRANSAKSI OVER 

KREDIT MOBIL TERHADAP PENGALIHAN OBJEK  

JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT  

HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu) 

 

 

SKRIPSI 

 
 

 

   

 

 

Oleh: 
 

ADEN AHMAD HASYIM MUFI 

NIM: 11522104954 
 

 

PROGRAM  STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU-PEKANBARU 

1441 H/ 2019 M  



 

 

PENERAPAN AKAD HIWALAH DALAM TRANSAKSI OVER 

KREDIT MOBIL TERHADAP PENGALIHAN OBJEK  

JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT  

HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu) 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk 

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) 

 

 

   

 

Oleh: 

 

ADEN AHMAD HASYIM MUFI 

NIM: 11522104954 
 

 

PROGRAM  STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU-PEKANBARU 

1441 H/ 2019 M 



 

 



 

 

  



 

i 

ABSTRAK 

Judul Skripsi:  Penerapan Akad Hiwalah Dalam Transaksi Over Kredit 

Mobil Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia 

Ditinjau Menurut Hukum Islam 

Pada saat ini perkembangan jaman semakin pesat, setiap orang dituntut 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana setiap orang tidak bisa lepas dari 

muamalah yang dapat mempermudah kehidupan manusia seperti tolong menolong 

dalam kebaikan (tabarru‟). Yang dapat diimplementasikan dalam bentuk akad 

hiwalah seperti halnya dalam transaksi over kredit mobil yang terjadi di Desa 

Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun demikian 

tidak semua transaksi over kredit mobil berjalan secara wajar, karena dilapangan 

masih ditemukan praktek transaksi over kredit mobil secara terselubung dan 

dibawah tangan yang memuat pelanggaran perjanjian oleh debitur .  

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad 

hiwalah dalam transaksi over kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

pemindahan hutang di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan 

Hulu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad hiwalah dalam 

transaksi over kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap transaksi over 

kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) dengan metode penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif dedukatif. Dalam pengumpulan data dilakukan 

dengan dokumentasi dan wawancara terhadap 6 responden (2 muhil, 1 muhal, 2 

muhal „alaih dan 1 makelar) dan studi kepustakaan. Subjek dari penelitian ini 

adalah pelaku yang mengoverkreditkan dan objek penelitian ini yaitu mobil itu 

sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku yang terlibat dalam 

pengalihan utang atau barang berupa mobil, oleh karena populasinya relatif sedikit 

maka penulis mengambil seluruh populasi untuk di teliti (total sampling).  

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan akad hiwalah 

dalam transaksi over kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad berdasarkan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 364 bab tentang hiwalah, dimana 

peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan 

memindahkan utangnya kepada pihak lain. Akan tetapi pihak bank leasing selaku 

muhal tidak mengetahui adanya transaksi over kredit mobil yang dilakukan 

debitur selaku muhil dan muhal „alaih. Sedangkan shigat dalam melakukan akad 

hiwalah harus ada kesepakatan atau kerelaan dari pihak bank leasing. Sehingga 

terdapat dua akad dalam satu transaksi yakni jual beli dan Hiwalah. 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengakibatkan 

tingkat kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Kebutuhan hidup dengan 

pendapatan yang diterima masyarakat kadang kala jauh berbeda. Pendapatan 

yang diterima seseorang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari sehingga manusia harus mencari jalan agar 

kenutuhan ekonominya dapat dipenuhi. 

Dalam hal ini manusia tidak lepas dari muamalah. Kegiatan 

muamalah ini harus sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum dalam al-

Qur‟an dan Hadis, yaitu terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang 

merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia, seperti maysir, 

gharar, dan riba. 

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti 

peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib 

dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mampu membayar hutang. 

Sebagaimana Hadis Rasulullsh SAW :  

ٌَّ انَُّثيِّ  إِذَا أتُْثِعَ أحََدُكُىْ لَهَٗ يَهِٗء  : قاَلَ   لهيّ ٔلهىصهٗ الله أَ َٔ ُِيِّ ظهُْىٌ,  (ْ فهَْيتَْثعَ  ) يَطْمُ انَْغَ  

Artinya:Nabi saw. Bersabda: Penangguhan yang dilakukan oleh orang kaya, 

zhalim. Dan apabila hutang salah seorang kamu dialihkan kepada orang 
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kaya, hendaklah diterima pengalihan itu. (HR.al-jamaah; al-muntaqa 2: 

361)
1
 

Pada hadits tersebut Rasulullah memberitahukan krpada orang yang 

mengutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang 

kaya/mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia 

menagih kepada orang yang dihiwalahkan (muhal „alaih), Dengan demikian 

haknya dapat dipenuhi. Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak 

merugikan semua pihak.
2
  

Dalam pengertian istilah, Syafi‟iyah dan Hanabilah memberikan definisi 

hiwalah adalah: Memindahkan hak dari tanggungan muhil kepada tanggungan 

muhal   „alaih.” Sayid Sabiq memberikan definisi hiwalah adalah: 

Memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (al-muhil) 

kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (muhal „alaih).”
3
 

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa hiwalah adalah 

pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (al-mudin) kepada orang 

lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.  

Dalam hal ini hiwalah berbeda dengan kafalah hanya mengumpulkan 

tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan utang, sedangkan 

utangnya sendiri masih dalam tanggungan al-mudin.  

 Adapun dasar hukum dari Hiwalah ini yaitu:  

                                                             
1 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, (Semarang: 

PT. Pustaka Rizki Putra, 2015), jilid-3, h. 341 
2  Heru Wahyudi, Fiqh Ekonomi, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 

2012), cet. ke-1, h. 283. 
 
3 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-2, h. 448 
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1) Al-Qur‟an  

a) Q. S. al-Baqarah (2) ayat 282 

ٍَ اَ  ًَّٗ فاَكْتثُـُُِٕ ۗيآَيَُّٓاَ انّرَِيْ سـ ٍ  انَِٗ اجََم  يُّ ُْـتىُْ تِدَيْ ا اِذَا تدََايَ ْٕ نْيكَْتـُةْ تَّيـُْكَُـىْ كَاتـِةٌ  يَُُ َٔ

 تاِنْعَـدْلِ ۖ 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
4
 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar.” (Q.S. al-Baqarah (2): 282)
5
 

b) Q.S. al-Maidah (5) ayat 2 

ۖ ٖ َٕ انتَّقْـ َٔ ا لَهَٗ انْثـِسِّ  ْٕ َُ َٔ تعََا لَ  َٔ َٔۖ ٌِ ا َٔ انْعُـدْ َٔ ْــىِ  ا لَهَٗ الِْ ْٕ َُ َٔ اتَّقُٕا اللهَ ۗ  تعََا ٌَّ اللهَ  َٔ اِ

 شَدِيْـدُ انْعِقاَبِ 

 Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah (5): 

2)
6
 

Dalam ayat tersebut setiap manusia diperintahkan untuk saling 

tolong-menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam 

bentuk ta‟awun tersebut lebih dikenal dengan istilah muamalah. Kolerasinya 

                                                             
4 Bermuamalah ialah seperti Jual Beli, utang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya. 

5  Departemen Agama RI, al-Jumanatul „Ali al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: J-

ART, 2015), h. 49 
 
6 Ibid, h. 107 
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dengan hutang adalah pemberian hutang kepada orang lain haruslah didasari 

dengan rasa saling membantu dan ingin mendapat ridha Allah. 

2) Hadits  

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara‟ karena 

dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW 

bersabda;  

َٔ إِذَا أتُْثَ عَ أحََدُكُىْ لَهَٗ يِ هْ ٗء   فهَْيتَْ ثِ عْ   يَطْمُ انْغَُيِِّ ظهُْىٌ 

Artinya:“Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan orang kaya 

merupakan perbuatan dzalim. Jika salah seorang kamu dialihkan 

kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah iya 

beralih. (HR. al-Jam‟ah [mayoritas pakar hadis] dengan lafal yang 

berbeda)
7
. 

Di samping hadits tersebut dasar hukum hiwalah adalah ijma‟. Semua 

ulama sepakat tentang dibolehkannya hiwalah dalam utang, bukan pada barang.
8
  

Hiwalah merupakan akad (perjanjian) yang menjamin pemindahan hutang 

piutang dari satu pihak kepada pihak lain. Hiwalah adalah kata yang terambil 

dari kata “tahwiil”, artinya berpindah. Sedangkan maksudnya disini ialah 

pemindahan Utang dari tanggungan seorang pemindah (muhiil) menjadi 

tanggungan orang lain yang menerimanya (muhal „alaih).
9
 Orang yang hutang 

rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain , sedangkan orang lain 

                                                             
7 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h. 222 
 
8
 Ahmad Wardi Muslich, op. cit, h. 449 

9 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke1,  h. 172 
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yang diserahi tanggungannya menerima dengan baik. Sedangkan orang yang 

menanggung hutang (muhiil) harus  

memberitahu kepada orang yang berpiutang (muhal) untuk memudahkan 

pencarian. 

Muhil adalah orang yang memindahkan utang, yakni orang yang 

mempunyai utang (al-mudin), sedangkan muhal adalah orang yang piutangnya 

dipindahkan (ad-dain), dan muhal „alaih adalah orang yang dipindahi utang, 

yakni orang yang dibebani tugas untuk membayar utang. 

Adapun shighat yang digunakan dalam hiwalah adalah setiap kata atau 

lafal yang mengandung arti pemindahan. Dalam ijab misalnya muhil 

mengatakan: “Utangmu saya pindahkan kepada si fulan.” Sedangkan qabul dari 

muhal dan muhal „alaih: “Saya terima, atau saya setuju.” Pernyataan muhal 

„alaih ini menurut Hanafiah diperlukan, karena dialah yang dibebani tanggungan 

sebagai akibat pemindahan hak atau utang tersebut. 

Demikian pula persetujuan muhal (orang yang piutangnya dipindahkan) 

juga diperlukan, karena utang tersebut miliknya yang semula berada dalam 

tanggungan muhil. Menurut Hanabilah dan Zhahiriyah dalam hiwalah hanya 

diperlukan persetujuan muhil, sedangkan muhal dan muhal „alaih wajib 

menerima pemindahan utang tersebut, karena menurut mereka perintah dalam 

hadis yang dikemukakan diatas menunjukan wajib. Menurut Malikiyah dalam 

pendapat yang masyhur dan Syafi‟iyah, untuk sahnya hiwalah disyaratkan 

persetujuan muhil dan muhal saja, sedangkan persetujuan muhal „alaih tidak 

diperlukan, karena ia menjadi objek hak dan tasarruf.
10

 

                                                             
10 Ibid., h. 450 
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Kalau orang yang dilimpahi tanggung jawab (muhal „alaih) mengingkari 

kewajibannya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannnya, atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.
11

 

Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara 

kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Sesuai dengan 

arti kata kepercayaan ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi 

fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang 

berdasarkan kepercayaan.
12

 Bentuk jaminan ini terdapat kelemahan dalam hal 

dapat terbukanya peluang pengalihan objek jaminan fidusia. Adapun bunyi pasal 

tentang pengalihan objek jaminan fidusia yang menyebabkan pengalihan utang 

pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

menyatakan: 

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 

kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak 

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari penerima Fidusia.”
13

 

Di dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut, mengalihkan objek jaminan fidusia 

berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat 

                                                             
11 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2014), h. 110 
 
12  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), cet. ke-4, h. 119. 

 
13

 Ibid, h. 182 
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melalukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur. Kasus yang sering terjadi 

karena pengalihan utang atau over kredit yang tidak dilakukan dengan benar 

misalnya tidak dibayarnya kewajiban angsuran oleh penerima pengalihan utang 

(debitur baru) sehingga penerbit kredit (kreditur) akan mengerjar pihak yang 

mengalihkan utang (debitur lama) karena identitasnya yang terdapat pada 

perjanjian kredit. 

Salah satu yang mempengaruhi mengapa seseorang tidak dapat 

meneruskan pembayaran utang, sehingga dilakukan pengalihan utang (over 

kredit) antara lain yaitu tidak berjalan dengan baik nya usaha atau melemahnya 

harga barang tersebut yang memutuskan sipengusaha untuk berhenti. Keadaan 

demikian yang terkadang memicu penundaan pembayaran utang, karena debitur 

awal yang seharusnya mampu melunasi pembayaran kredit namun lebih memilih 

mengalihkan benda atau objek jaminan fidusia kepada debitur baru yang belum 

diketahui kemampuannya. Kondisi tersebut dalam hukum Islam dianggap 

mendzalimi pihak kreditur, seperti halnya praktik pelaksanaan akad hiwalah di 

dalam transaksi over kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Transaksi over kredit mobil merupakan transaksi jual beli bersyarat, 

dimana hiwalah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dan gharar objek 

akad yakni tidak adanya kejelasan objek akad terhadap jumlah pembelian awal 

yang harus di kembalikan dari harga pembelian. Dalam hal ini pihak pertama 

muhal tidak mengetahui adanya akad hiwalah dalam bermuamalah, dalam 
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melakukan pengalihan objek jaminan fidusia yang tercantum di dalam Pasal 23 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 

pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dan hiwalah harus 

dilakukan persetujuan muhil, ,muhal, dan muhal „alaih.
14

 Oleh karena itu, 

dengan adanya beberapa hal tersebut, penulis tertarik untuk menuangkan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul: “Penerapan Akad Hiwalah Dalam Transaksi 

Over Kredit Mobil Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau 

Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Suka Maju Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis 

menguraikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan akad hiwalah dalam transaksi over kredit mobil di 

Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad hiwalah dalam 

transaksi over kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan akad hiwalah dalam transaksi over kredit 

mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu  

                                                             
14 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, op. cit, h. 111 
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2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi over kredit 

mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal akad-akad syari‟ah 

terutaman dalam akad hiwalah. Dan mengetahui secara detail dan mendalam 

pelaksanaan akad hiwalah di dalam transaksi over kredit. 

2. Menambah keyakinan masyarakat terlebih kepada umat Islam dalam 

melakukan transaksi secara tidak tunai dengan menggunakan jaminan 

fidusia. 

3. Sebagai pelengkap syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, jenis 

penelitiannya termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil 

pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan 

lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk 

dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan 

memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan 

pola atas dasar aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil 
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analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan 

dalam bentuk uraian naratif. Terhadap transaksi over kredit mobil di Desa 

Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat 

skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan 

maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang diamati dilapangan 

juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini.
15

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penulisan penelitian ini terletak di Desa Suka Maju Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Pekanbaru Riau. Peneliti memilih lokasi 

ini disebabkan kasus tersebut terlebih karena peneliti tertarik dengan 

permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, selain itu juga peneliti 

ingin mengetahui bagaimana penerapan terhadap hukum Islam dan hukum 

positif.  

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi adalah sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan 

lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
16

 Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 4 orang sebagai debitur dan 

2 orang sebagai kreditur.  

b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian. 

4. Sumber Data 

                                                             
15 Djam‟an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), cet. 

ke-3,  h. 237. 
16

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. 

ke-4,  h. 44. 



11 

 

 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data ini berupa teks hasil wawancara dan 

diperoleh malalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan 

sampel dalam penelitiannya. Dengan ini penulis langsung melalukan 

wawancara kepada makelar dan pihak yang berakad yaitu muhil, muhal 

dan muhal „alaih terkait over kredit mobil. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, 

jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan juga 

dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat/ 

mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah 

diolah oleh peneliti sebelumnya. 

Dengan ini penulis sebagai tambahan dari data wawancara yaitu 

dengan dokumen-dokumen hasil dari peneliti sebelumnya yang sudah 
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membahas terkait akad hiwalah baik dalam lembaga keuangan maupun 

perusahaan (factoring).  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observasi selalu 

mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan kontek 

(hal-hal yang berkait di sekitarnya). Maka dalam observasi kita tidak 

hanya mencatat sesuatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga 

segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada 

kaitannya. Makin banyak kita kumpulkan informasi makin baik, oleh 

karena itu kita belum mengetahui faktor-faktor apa yang 

sesungguhnya bertalian dengan peristiwa itu dan mempengaruhinya. 

Itu sebabnya pengamatan harus seluar mungkin dan catatan 

observasi harus selengkap mungkin.
17

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab dengan 

tatap muka (face to face) antara pewawancara (interview) dan yang 

diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti.  

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak 

berstruktur (unstructured interview). Dimana melakukan wawancara 

peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap 

                                                             
17

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), cet. ke-7, h. 

70 
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responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti hanya 

mencatatnya.
18

 Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara 

sebanyak 6 responden yaitu para pihak yang berakad ( 2 muhil, 1 

muhal, 2 muhal „alaih) dan makelar.  

b. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah mengkaji literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti 

mengumpulkan semua sumber yang ada baik itu dari buku-buku atau 

literatur, baik primer, sekunder, maupun tersier, dilakukan dengan 

menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam penelitian 

tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek 

permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada 

masalah penelitian kemudian merekontruksikan dan 

mengklasifikasikan catatan-catatan tersebut berdasarkan kategori 

yang mengacu kepada masalah penelitian.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data dalam penyusunan dan penulisan ini adalah dengan 

menguraikan terlebih dahulu beberapa permasalahan yang dimunculkan guna 

memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. 

Adapun metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka 

                                                             
18

Ibid.,  h. 73 
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penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 

7. Teknik Penulisan Data 

a. Deskriptif  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. 

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai 

gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan 

diteliti.
19

 

Penelitian deskriptif ini berusaha menggambarkan suatu gejala sosial 

dengan kata lain yaitu teknik yang menuturkan dan menafsirkan data yang 

ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, 

pandangan, sikap yang menampak, atau tentang suatu proses yang sedang 

berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang 

muncul, kecenderungan yang menampak, dan sebagainya. 

b. Deduktif  

Teknik deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang 

diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk 

menjelaskan kesimpulan tersebut. Teknik deduktif itu sendiri digunakan 

dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang 

kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.
20

 

 

                                                             
19 Bambang Waluyo,  op. cit., h. 8 
20 Djam‟an Satori,  op. cit. ,h. 250 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini, penulis membagi 

dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:  

BAB I Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusah masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  Pada bab ini diuraikan gambaran umum lokasi penelitian: keadaan 

geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, 

dan sosial ekonomi masyarakat. 

BAB III  Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori, dan tentang 

pengertian akad, pengertian hiwalah, dasar Hukum Islam tentang 

hiwalah, pengalihan utang menurut Hukum Islam. 

BAB IV  Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan atau 

sistem akad hiwalah yang digunakan oleh debitur lama (muhil) 

kepada debitur baru (muhal „alaih) dalam transaksi over kredit 

mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan 

Hulu dan alanilis penerapan akad hiwalah dalam transaksi over 

kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu terhadap pengalihan objek jaminan fidusia menurut 

Hukum Islam di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu. 

BAB V    Pada bab ini, penulis akan membahas beberapa sub bab, yaitu  

kesimpulan, dan saran.  
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BAB II 

GAMBARAN  UMUM  LOKASI  PENELITIAN  

 

A. Sejarah Desa Suka Maju 

1. Sejarah Desa Suka Maju 

Desa Suka Maju sebelumnya adalah desa Transmigrasi DK4 SKPD 

yang penduduknya didatanglan dari berbagai daerah seperti: Jawa Barat, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan lokal daerah setempat dari 

beberapa daerah tersebut adalah binaan Transmigrasi, dengan jumlah 

keluarga 448 KK pada tahun 1980an dan dipimpin oleh seorang KUPT yaitu 

bapak Jumarno dan para staf-nya. pada tahun 1982 mengundang seluruh 

warga Transmigrasi umum DK4 SKPD untuk membentuk musyawarah dan 

mufakat mengadakan pemilihan pejabat sementara kades (pjs. kades) dan 

terpilihnya bpk Oin Sukmawan dari salah satu warga Transmigrasi umum, 

pada waktu itu masuk wilayah Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar 

dengan luas wilayah 6x7 km, setelah binaan Transmigrasi DK4 SKPD 

menjadi desa definitif dan pemerintahnya dari Deptan Kemenagri kemudian 

diserahkan ke pemda, dan menjadi Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. 

Demikian daftar nama yang telah menjabat sebagai kepala desa Suka 

Maju: 

a. Tahun 1995-2004 Oin Sukmawan sebagai Kades dan Ramlan sebagai 

Sekdes 

b. Tahun 2004-2009 Supomo sebagai Kades dan Sardi sebagai sekdes
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c. Tahun 2009-2015 Suhirman sebagai Kades dan Sardi sebagai sekdes 

d. Tahun 2015-2015 Juriyansah, SE sebagai Pj Kepala Desa dan Sardi 

sebagai sekdes 

e. Tahun 2015-2016 Sardi sebagai Pj Kepala Desa dan merangkap sebagai 

sekes. 

f. Tahun 2017-2022 Indra Admaja sebagai Kepala Desa dan Sardi sebagai 

Sekdes.
21

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

“ Untuk Suka Maju Yang Cermelang dan Terbilang ”
22

 

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat 

yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Suka Maju baik secara individu 

maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Suka Maju 

mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi 

semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelaksanaan Pembangunan. 

b. Misi 

1) Pelayanan kepada masyarakat yang PRIMA yaitu Cepat, Tepat dan 

Benar; 

                                                             
21 Profil Desa Suka Maju  Periode 2017-2023 

22 Ibid. 
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2) Mengedepankan kepentingan Umum dari pada kepentingan Pribadi atau 

Kelompok; 

3) Membentuk suatu Badan Kehormatan Desa; 

4) Bermusyawarah dan bekerjasama antar Mitra Kerja dan seluruh 

Lembaga yang ada di Desa; 

5) Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak : 

a) Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, 

b) Antar Desa Bertetangga, 

c) Perusahan yang Bersepadan atau Berdekatan dengan Desa. 

6) Keterbukaan dalam menerima Kritik atau Saran yang sifatnya 

membangun; 

7) Membantu memperjelas tentang status kepemilikan tanah baik 

Pemukiman maupun Perkebunan; 

8) Melanjutkan dan meningkatkan program Pembangunan Desa yang 

sudah ada atau yang belum terwujud/terealisasi.
23

 

B. Letak Geografis Desa Suka Maju 

Desa Suka Maju termasuk salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan luas wilayah 166,95 ha. 

adapun beberapa demografis Desa Suka Maju yaitu sebagai berikut:  

1. Batas Wilayah Desa 

Letak geografi Desa  Suka Maju , terletak diantara : 

a. Sebelah Utara  : Desa  Tambusai Timur 

                                                             
23 Ibid. 
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b. Sebelah selatan  : Desa  Tambusai Timur 

c. Sebelah Barat  : Desa  Tingkok 

d. Sebelah Timur  : Desa  Lubuk Soting 

2. Luas Wilayah Desa 

a. Pemukiman dan Fasilitas Umum, sarana lainnya  : 166,95  ha 

b. Pertanian / Kebun Kelapa Sawit    : 3,722,05  ha 

c. Perkantoran       : 1,25  ha 

d. Sekolah       : 2   ha 

e. Jalan        : 0,6 ha 

f. Lapangan sepak bola      : 1  ha 

3. Orbitasi  

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat    :  18 KM 

b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan  :  30 Menit 

c. Jarak ke ibu kota kabupetan     :  50 KM 

d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten   :  2 Jam 

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

a. Kepala Keluarga     :  1.079 KK  

b. Laki-laki       :  2.268 Orang 

c. Perempuan      :  2.083 Orang 

 

C. Keadaan Sosial 

1. Pendidikan 

a. SD/ MI  : 1128  Orang 

b. SLTP/ MTs :   641  Orang 
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c. SLTA/ MA :   216  Orang 

d. S1/ Diploma :     20  Orang 

e. Putus Sekolah :   131  Orang 

f. Buta Huruf  : .-   Orang 

2. Lembaga Pendidikan 

a. Gedung TK  : 1 Unit / Lokasi di Dusun Suka Karya II 

b. PAUD  : 2 Unit / Lokasi di Dusun Suka Karya II, Suka Sari 

II 

c. SD/MI  : 3 Unit / Lokasi di Dusun Suka Karya II, Suka Sari 

II 

d. SMP   : 1 Unit / Lokasi di Dusun Karya II 

e. MTs  : 1 Unit / Lokasi di Dusun Karya I 

f. SLTA/MA : 1 Unit / Lokasi di Dusun Mulya I 

g. Pesantren  : 1 Unit / Lokasi di Dusun Mulya I 

3. Kesehatan 

a. Kematian Bayi 

1) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini   : 108    Orang 

2) Jumlah Bayi meninggal tahun ini  : 1        Orang 

b. Kematian Ibu Melahirkan 

1) Jumlah ibu melahirkan tahun ini  : 108   Orang 

2) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : -        Orang 

c. Cakupan Imunisasi 

1) Cakupan Imunisasi Polio 3   : 115  Orang 



21 

 

 

2) Cakupan Imunisasi DPT-1   : 116  Orang 

3) Cakupan Imunisasi Cacar   : 114  Orang 

d. Gizi Balita 

1) Jumlah Balita    : 582.   Orang  

2) Balita gizi buruk    :    -      Orang 

3) Balita gizi baik    : 581.   Orang 

4) Balita gizi kurang    :  1       Orang 

e. Pemenuhan Air Bersih 

1) Pengguna sumur galian   : 437.KK 

2) Pengguna air PAH    :        KK 

3) Pengguna sumur pompa   : 623.KK 

4) Pengguna sumur hidran umum  :  -    KK 

5) Pengguna air sungai    :  -    KK 

4. Keagamaan. 

a. Data Keagamaan Desa Suka Maju Tahun 2017  

Jumlah Pemeluk : 

1) Islam   : 4205  Orang 

2) Katolik   : -         Orang 

3) Kristen   : 51      Orang 

4) Hindu   : -         Orang 

5) Budha   : -         Orang 

b. Data Tempat Ibadah 

Jumlah tempat ibadah : 
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1) Masjid   : 5  Unit 

2) Musholla  :13 Unit 

3) Surau   : 2  Unit 

4) Gereja   :   - Unit 

5) Pura   :   - Unit 

6) Vihara   :   - Unit 

D. Keadaan Ekonomi 

1. Pertanian dan Jenis Tanaman : 

a. Padi sawah  : 0 ha 

b. Padi Ladang  : 0 ha 

c. Jagung   : 0 ha 

d. Palawija   : 0 ha 

e. Tembakau  : 0 ha 

f. Tebu   : 0 ha 

g. Kakao/ Coklat  : 0 ha 

h. Sawit   : 3,707,05 ha 

i. Karet   : 15 ha 

j. Kelapa   : 0 ha 

k. Kopi   : 0 ha 

l. Singkong  : 0 ha 

m. Lain-lain   : 0 ha 

2. Peternakan 

Jenis ternak : 
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a. Kambing  : 117    Ekor 

b. Sapi   : 200   Ekor 

c. Kerbau   : 0          Ekor 

d. Ayam    : 15.000 Ekor 

e. Itik   : 200   Ekor 

f. Burung   : 17   Ekor 

g. Lain-lain   : 0          Ekor 

3. Perikanan    

a. Tambak ikan  : 4 ha 

b. Tambak udang  : 0 ha 

c. Lain-lain   : 0 ha 

4. Struktur Mata Pencaharian 

Jenis Pekerjaan : 

a. Petani   : 854 orang 

b. Pedagang  : 167 orang 

c. PNS   :   36 orang 

d. Tukang   :   29 orang 

e. Guru   :   92 orang 

f. Bidan/ Perawat  :     5 orang 

g. TNI/ Polri  :     2 orang 

h. Pesiunan   :     4 orang 

i. Sopir/ Angkutan  :   24 orang 

j. Buruh   : 129  orang 
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k. Jasa persewaan  :   96  orang 

l. Swasta   :   32  orang 

E. Pembagian Wilayah Desa Suka Maju 

 Desa Suka Maju terbagi ke dalam 6 Dusun terdiri dari :
24

 

1. Dusun Suka Mulya  I   : Jumlah 2 RW dan 4 RT 

2. Dusun Suka Mulya II   : Jumlah 2 RW dan 4 RT 

3.  Dusun Suka Karya III   : Jumlah 2 RW dan 4 RT 

4.  Dusun Suka Karya IV   : Jumlah 2 RW dan 4 RT 

5.  Dusun Suka Sari V   : Jumlah 2 RW dan 5 RT 

6.  Dusun Suka Sari VI   : Jumlah 2 RW dan 4 RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
24 Ibid. 
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F. Struktur Organisasi Desa Suka Maju  

 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN 

DESA SUKA MAJU 

KECAMATAN  TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU 

 
NAMA-NAMA APARAT DESA : 

Kepala desa  : INDRA ADMAJA 

Sekretaris Desa   : S A R D I 

Kepala Urusan Pemerintahan  : SUGIANTO 

Kepala Urusan Umum  : SUKIMAN 

Kepala Urusan Pembangunan  : MARDI 

Kepala Urusan Keuangan  : SUPRIONO 

 

Kepala Dusun  

1. Dusun Suka Mulya I/Dusun I  : UNTUNG MUSTAKIM 

2. Dusun Suka Mulya II/Dusun II  : MUJIANTO 

3. Dusun Suka Karya I/Dusun III : KASINO 

4. Dusun Suka Karya II/Dusun IV : GUNAWAN PURBA 

5. Dusun Suka Sari I/Dusun V  : IRWANSYAH PUTRA 

6  Dusun Suka Sari II/Dusun IV  : SUYATNO 
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BAB III 

TINJAUAN TEORI TENTANG AKAD HIWALAH 

A. Pengertian Akad Hiwalah  

1. Akad   

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: „aqada – ya‟qidu –

„aqdan, yang artinya perikatan, perjanjian, pertalian, secara terminologi fiqh, 

akad didefinisikan dengan:   

ٍَ يْ تَ  ىطٌ تْ زَ   ُّ ََّ اَ تِ  دَ قْ عَ نْ اَ  سْلِىيُّ  ايَ ْٔ أَ  ٍِ يْ  يَ لَ كَ  ى ُُّْ أـَسَُُِ انشَّ ُْىشَؤُ لَ ا يَ ًَ يقَُٕوُ يَىقاَ يَٓىُ  

Artinya: “Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau 

yang  menempati tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat 

hukum”.
25

 

Sedangkan akad menurut etimologis: (1) Mengikat (ar-rabtu), atau 

mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan 

lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong 

benda, (2) Sambungan („aqdatun), atau sambungan yang memegang kedua 

ujung yang mengikatnya, (3) Janji (al-„ahdu).
26

 

Perjanjian yang dibuat sesorang tidak memerlukan persetujuan pihak 

lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh 

orang tersebut. Perkataan „aqdu mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau 

lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji yang berhubungan dengan janji 

yang pertama, sehingga terjadinya perikatan dua buah janji dari orang yang 

                                                             
25 Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 112 

26
 Departemen Agama RI, al-Jumanatul „Ali al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: J-

ART 2015), h. 60 
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mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut 

perikatan („aqd).
27

 

Akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad 

seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah ilzam 

(mengharuskan) untuk menuaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-

harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamakan 

jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad jual beli yang lain karena setiap pihak 

telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan sumpah  

terhadap sesuatu dimasa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah 

telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau 

dengan meniggalkan. Contoh menimbulkan iltizam seperti akad jual beli dan 

ijarah, memindahkan seperti akad Hiwalah, mengalihkannya seperti angsuran 

utang, dan menghentikannya seperti membebaskan utang dan mem-fasakh ijarah 

sebelum habis masa sewanya.
28

 

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukan adanya 

sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak 

yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara 

timbal balik. Dalam pada itu ada juga yang memberikan batasan akad lebih luas, 

yang mencakup segala tindakan yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat 

dalam hati, walaupun merupakan tindakan satu pihak, tanpa adanya pihak lain.
29

 

                                                             
27 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), cet. ke-1, h. 19 
28  Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, 

(Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 16 

 
29 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1, h. 32 
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Dari definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, bahwa akad 

merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh 

terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan 

hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya 

akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum.
30

  

a. Rukun Akad 

Rukun akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat 

yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan 

dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan ijab dan qabul.
31

 

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk 

mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bias 

disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau koresprodensi.  

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, 

yaitu serah terima (ijab qabul), sementara yang lainnya merupakan dari 

pengucapan (sighat), artinya shighah tidak aka nada jika tidak terdapat dua 

pihak yang bertransaksi (aqid) dan objek yang ditransaksikan (ma‟qud 

„alaih). Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa 

rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad („aqid), objek akad (ma‟qud 

„alaih) dan ungkapan (shighat), serta kebebasan orang yang berakad.
32

 

1) Aqid (orang yang melakukan akad) 

                                                             
30 Abdul Aziz Muhammad Azzam, op cit, h. 17 

31
 Syafii Jafri, op cit, h. 33 

32 Ismail Nawawi, op cit, h. 22 
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Ijab dan qabul yang oleh Hanafiah dipandang sebagai satu-satunya 

rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku 

dari setiap transaksi. Namun, tidak semua orang layak untuk menyatakan 

suatu akad. Sebagian manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan 

semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, 

dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad.
33

  

2) Ma‟qud „Alaih (objek akad) 

Objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan 

akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat maliyah, seperti barang 

yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan, dan ada kalanya bukan maliyah, 

seperti perempuan dalam akad nikah, dan adakalanya berupa manfaat, 

seperti benda yang disewakan.
34

 

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan 

objek akad:  

a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad. 

b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan 

syara‟. 

c) Barangnya harus bisa diserahkan pada waktu akad. 

d) Barang tersebut harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga 

tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
35

 

3) Shighat akad (ijab dan qabul) 

                                                             
33 Ahmad Wardi Muslich, op cit, h. 115 

34
 Ibid,  h. 127 

35 Ibid,  h. 128-129 
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Yang dimaksud dengan shighat akad adalah pernyataan yang timbul 

dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukan kesungguhan 

kehendak batin keduanya untuk mengadakan akad
36

, Ijab adalah 

pernyataan yang keluar dari salah seorang yang melakukan akad, baik ia 

pemilik atau calon pemilik barang,
37

 Qabul adalah pernyataan yang 

dikeluarkan belakangan sebagai jawaban atas pernyataan pertama, dengan 

tidak memandang siapa yang menyatakannya. 

Bentuk Shighat Ijab dan Qabul.  

a) Lafal atau ucapan 

b) Akad dengan perbuatan  

c) Akad dengan isyarah 

d) Akad dengan tulisan dan utusan.
38

 

b. Syarat sahnya akad 

Syarat terbentuknya akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad 

memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. 

1) Syarat terjadinya akad, adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk 

terjadinya akad secara syara‟. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad 

menjadi batal.
39

 Dalam Hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama al-

syuruth al-in‟iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi 

oleh rukun-rukun akad, yaitu:  

                                                             
36 Ibid,  h. 133 

37 Ibid,  h. 131 

38
 Ibid,  h. 132 

39 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet. ke-5,  h. 65 
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a) Al-Aqid atau pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan 

usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. 

Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah 

melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil 

ataupun murah.  

b) Al-Ma‟qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa 

yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. 

c) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟ dan tujuan 

akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. 

d) Shighat atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab dan 

kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh 

penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari 

pembeli.
40

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-„aqd ialah:  

(1) Shighat al‟aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab kabul 

harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. 

(2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan 

menerima tidak boleh berbeda lafal. 

(3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-

takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan. 

                                                             
40

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamala , (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1, h. 

73 
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(4) Satu majlis akad (majlisul „aqd), atau bias dikatakan merupakan 

suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk 

membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam 

satu objek transaksi. Dalam hal ini, disyaratkan adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak, tidak menunjukan adanya penolakan atau 

pembatalan dari keduanya. 

2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan 

akad setelah syarat in‟iqad tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad 

terpenuhi beserta beberapa persyaratan yang menjadikan akad tersebut, 

maka akad terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak 

memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, 

yaitu: 

a) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan 

dari pihak-pihak tertentu. 

b) Pernyataan akad tidak menimbulkan mudharat. 

c) Bebas dari gharar (tipuan). 

Gharar secara operasionl bias diartikan; kedua belah pihak dalam 

transaksi tidak memiliki krpastian terhadap barang-barang yang 

menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu 

penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. 

Pengaruh gharar terhadap akad bisnis bisa terjadi baik dalam shighat akad 

atau dalam objek akad atau dalam syarat akad. 

(1) Gharar dalam shigat akad 
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Di antara gharar dalam shigat akad adalah: 

(a) Al-jam‟u baina bai‟ataini fi bai‟ah (menggabungkan dua akad 

dalam satu transaksi) 

(b) Akad jual beli atas objek yang tidak pasti. 

Kedua akad di atas itu menjadi fasid karena adanya unsur gharar 

dalam shighatnya. Akad nya mengandung (ta‟liq „aqd) sehingga 

menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud.  

(2) Gharar dalam objek akad 

Pertama, Gharar yang terjadi pada objek akad (mutsman). 

Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam 

akad bai‟ atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad ijarah 

atau objek usaha dalam akad mudharabah. 

Gharar dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi 

hal-hal berikut: 

(a) Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas. 

(b) Objek akadnya tidak ditentukan. 

(c) Sifat objek akadnya tidak diketahui. 

(d) Jumlah barang itu tidak diketahui. 

Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat 

dan jumlahnya tersebut itu akadnya tidak sah (fasid) sesuai dengan 

ijma ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak 

diketahui objek akadnya, maka akad itu tidak sah karena dalam 

transaksi ini ketidakjelasan yang bisa mengakibatkan perselisihan. 
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Kedua, Gharar yang terjadi pada harga (tsaman) atau upah (ujrah) 

Diantara bentuk penerapannya adalah: 

(a) Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan 

kepada salah satu pihak akad. 

(b) Membeli sesuatu dengan uang yang ada di sakunya. 

(c) Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang tidak 

disebutkan. 

Menjual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak 

sah, kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan tetapi 

tingkat ghararnya mughtafar (ditolelir).
41

 

3) Syarat pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. 

Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia 

bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya, kekuasaan adalah 

kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara‟. 

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain: 

a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika 

dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli. 

b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain. 

(d) Syarat kepastian hukum (luzum), diantara syarat luzum dalam jual beli 

adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, 

                                                             
41  Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi 

Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-1, h. 77-

90 
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khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau di 

kembalikan.
42

 

c. Tahapan akad menurut jumhur  

Mayoritas Ulama tidak membedakan antara kekurangan (khalal) 

dalam rukun dan syarat akad atau dalam sifat akad menurut mereka, hanya 

ada dua bentuk akad, yaitu: 

1) Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun, syarat dan sifat akad. 

Akad tersebut dinamakan menjadi akad mun‟aqid dan akad sah. 

2) Akad bathil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, 

maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad fasid 

dan akad bathil dalam waktu yang sama, karena istilah fasid dan buthlan 

adalah sinonim akad tidak sah.
43

 

d. Berakhirnya akad 

Akad dapat berakhir karena beberapa hal: 

1) Pembatalan (fasakh); karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara‟ 

seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang 

tidak memenuhi syarat kejelasan. 

2) Berakhirnya akad karena kematian; akad bias batal kerena meninggalnya 

salah satu pihak yang melakukan akad. Diantara akad yang berakhir 

karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah: Ijarah (Sewa-

                                                             
42 Syafe‟i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet. ke-5,  h. 65 

43
Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan 

Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet. ke-1, h. 

98 
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menyewa), Kafalah (Jaminan), Syirkah dan Wakalah, Muzara‟ah dan 

Musaqah. 

3) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin dalam akad mauquf; akad 

yang mauquf (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak 

tidak memberikan persetujuannya.
44

 

4) Karena tidak dapat izin dari pihak berwenang. 

5) Karena sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau 

majelis. 

6) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka 

waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
45

 

2. Hiwalah  

Secara bahasa, hiwalah adalah al-intiqal (memindahkan) dan al-tahwil, 

(mengalihkan).
46

 Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, bahwa yang dimaksud 

dengan hiwalah menurut bahasa adalah:  

ٍْ يَحَىمٍّ إنَِٗ يَحَىمٍّ   أنََُّىقْمُ يِ

Artinya:”Pemindahan dari satu tempat ke tempat lain”
47

  

Hiwalah menurut istilah yang dikenal di kalangan fuqaha‟ (asli hukum) 

dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu Negara adalah 

pengalihan piutang dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Adapun 

                                                             
44 Ahmad Wardi Muslich, op cit, h. 170 

45 Mardani, op cit, h. 100 

46 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), cet. ke-1, h. 136 
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 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia 2011), cet. ke-1,  h. 149 
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secara etimoligis hiwalah berasal dari kata hala asy-syai‟ haulan berarti 

berpindah. Tahawwala min maqanihi artinya berpindah dari tempatnya. secara 

terminologis, adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil (orang yang 

memindahkan) kepada tanggungan muhal „alaih (orang yang berutang kepada 

muhil). Hiwalah menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muha‟alaih.
48

 

a. Macam Hiwalah  

1) Hiwalah Muthlaqah adalah seseorang memindahkan utang pada yang lain 

tanpa memberikan keterangan bahwa orang tersebut harus membayar 

utangnya dari utang yang ada padanya, kemudian orang tersebut 

menerimanya. penjelasannya adalah: misalnya si A mempunya hutang 

kepada si B, ketika jatuh tempo, si A memindahkan pembayaran utangnya 

kepada si C dan si C menerimanya. Dalam model ini, si A tidak 

menjelaskan atau mengikat hiwalah dengan hartanya yang diutang oleh si 

C.  

2) Hiwalah Muqayyadah adalah seseorang memindahkan pembayaran 

utangnya pada orang lain, dari utangnya yang ada pada orang tersebut. 

Pada contoh diatas si A berkata pada si B “aku pindahkan utangku padamu 

yang ada (diutang) pada si C”.  

Hiwalah muthlaqah tidak diperbolehkan oleh para ulama, kecuali ulama 

Hanafiya. Alasan ulama selain (tiga mazhab selain Hanafiyah) yang melarang 

hiwalah semacam ini adalah karena orang yang dipindahkan pembayaran hutang 

                                                             
48 Mardani, op cit,  h. 267 
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(muhal „alaih) tidak ada hubungan dengan orang yang memindahkan hutang 

(muhil). Artinya ia tidak mempunyai kewajiban yang harus ditanggung dan 

dibayarkan kepada muhil, sehingga jika hal ini terjadi berarti bukan hiwalah, 

melainkan kafalah.
49

 

Keabsahan hiwalah dilegitimasi dalam surat al-Ma‟idah ayat 2: 

َٔ عَ تَ َٔ  ٕ  قْ انتَّ َٔ  سِّ نثِ ٗ اْ هَ ا لَ ْٕ َُ ا َٔ عَ تَ  لَ َٔ  ۖۖ  ٖى ٌِ َٔ دْ عُ انْ َٔ  ىِ  ـْالِْ ٗ هَ ا لَ ْٕ َُ ا ا  

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.
50

 

Berdasarkan ayat diatas hiwalah merupakan jenis akad tabarru yaitu 

akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena 

mengharapkan ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” 

ataupun motif. Atau segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit 

transaction (transaksi nislaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi 

bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
51

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil intisari bahwa hiwalah 

adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (al-mudin) 

kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Pada 

dasarnya hiwalah ada dua jenis, pertama, hiwalah al-haq (pengalihan hak 

piutang, yaitu pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang. Kedua, 

                                                             
49 Ismail Nawawi, op cit, h. 182 
 
50 Departemen Agama RI, al-Jumanatul „Ali al-Qur‟an dan Terjemahnya,( Bandung: J-ART 

2015), h. 107 
51 Mardani, op cit, h. 77 
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hiwalah ad-dain (pengalihan utang), yaitu pengalihan kewajiban untuk 

memenuhi kewajiban membayar utang.
52

 

B. Dasar Hukum Akad Hiwalah 

1. Hadis  

Pengalihan pinjaman (hiwalah) diperbolehkan, hanya saja jika 

penerimaan pengalihan (muhal) dialihkan untuk menagih orang kaya yang 

menunda pengalihan hutangnya, ia harus menerimanya.
53

 Sebagaimana hadis 

yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:  

ِ صهٗ الله لهيّ ٔلهى ) يَطْمُ انَْغَُيِِّ  ٍْ أتَيِ ْسَُيْسَجَ زضي الله لُّ قاَلَ: قاَلَ زَلُٕلُ اَللهَّ  لَ

  ذَاإِ فاَىٌ, هْ ظُ 
  أحََدُكُىْ لَهَٗ يَهيٍِّ فهَْيتَْثعَْ ( تْثعَِ أُ

Artinya: ”Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda: pengulur-

uluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya 

merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika (pembayaran piutang) 

salah seorang diantara kalian dialihkan kepada orang lain yang 

mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima”.
54

 

 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada 

pemilik utang (ad-dain), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang 

kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima. Dengan demikian, 

penagihan utang berpindah dari muhil kepada muhal „alaih. Hanya saja apakah 

printah tersebut menunjukkan wajib atau nadb (sunnah), menurut kebanyakan  

ulama Hanabilah, Ibnu Jarir, Abu Tsaur dan Zhahiriyah, pemilik utang wajib 

                                                             
52 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-1, 

h. 234 

 
53 Ismail Nawawi, op cit,  h. 180 

54 Imam Mustofa, op cit, h. 235 
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menerima pemindahan tersebut. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, perintah 

tersebut menunjukkan sunnah.
55

 

2. Ijma  

Dasar dari ijma adalah bahwa ulama sepakat diperbolehkannya Hiwalah 

secara umum karena manusia membutuhkannya.
56

 Semua ulama sepakat tentang 

dibolehkannya hiwalah dalam utang, bukan pada barang. 

C. Rukun dan Syarat Akad Hiwalah 

1. Rukun Hiwalah 

Rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul yang dilakukan antara yang 

menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Sedangkan menurut ahli fiqh 

rukun hiwalah ada enam, yaitu: 

a. Muhil (orang yang beerutang dan berpiutang). 

b. Muhal (orang yang berpiutang). 

c. Muhal „alaih (orang yang berutang). 

d. Utang muhil kepada muhal. 

e. Utang muhal „alaih kepada muhil. 

f. Sigat (lafaz akad).
57

 

Rukun hiwalah menurut pendapat madzhab Imam Hanafi adalah, ijab 

dari pihak muhil, Kabul dari pihak muhal, dan muhal „alaih dengan bentuk 

perkataan tertentu. Ijab adalah seperti pihak muhil berkata kepada pihal muhal, 

“saya mengalihkanmu kepada si fulan”. Sedangkan Kabul dari pihal muhal dan 

                                                             
55 Ahmad Wardi Muslich, op cit, h. 449 

56
 Mardani, op cit, h. 267 

57 Sulaiman Rasjid, op cit, h. 312 
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muhal „alaih adalah masing-masing berkata, “saya menerimanya” atau “saya 

setuju”, atau kata-kata yang semakna. 

Secara garis besar praktik hiwalah dalam konsep dasar fikihnya sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 Gambar 1. Skema hiwalah dalam konsep Madzhab Hanafiyah 

Penjelasan: 

A (muhil) berhutang kepada B (muhal). Kemudian, A mengalihkan hutangnya 

kepada C (muhal „alaih), sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada 

B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi 

dari pembayaran utang C kepada A. 

Ketika akad hiwalah telah disepakati, maka muhil terbebas dari tuntutan 

utang dari pihak muhal. Penagihan utang akan berpindah dari pihak muhil 

kepada muhal „alaih, artinya ketika muhal ingin menagih utang, maka ia harus 

datang kepada muhal „alaih, bukan kepada muhil. 

2. Syarat hiwalah  

Hiwalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

adakalanya berkaitan dengan muhil, ada juga dengan muhal, muhal „alaih, 

shighat, maupun utang itu sendiri.
58

 

                                                             
58 Ismail Nawawi, op cit, h. 181  

A 

Muhil  

   Hutang  

C        B 

     Muhal „alaih         membayar    Muhal 
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 363-365 adalah 

sebagai: 

a. Para pihak melakukan akad hiwalah/pemindahan utang harus memiliki 

kecakapan hukum (pasal 362). 

b. Peminjam harus memberitahu kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan 

memindahkan utangnya kepada pihak lain. 

c. Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk 

memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya akad 

hiwalah/pemindahan utang. 

d. Akad hiwalah/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima 

hiwalah/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam (pasal 363 ayat 

1 s/d ayat 3). 

e. Hiwalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima 

hiwalah/pemindahan utang kepada pemindah utang. 

f. Hiwalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima 

oleh pemindah utang dari pihak yang menerima hiwalah/pemindah utang 

sebagai hadiah atau imbalan (pasal 364 ayat 1 dan 2).
59

 

D. Akibat Hukum Akad Hiwalah 

Apabila akad hiwalah telah dilaksanakan maka timbullah akibat-akibat hukum 

sebagai berikut: 

1. Bebasnya muhil (orang yang memindahkan hutang) dari tanggungan utang, 

hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Artinya, dengan hiwalah 

                                                             
59 Mardani, op cit, h. 268-269 
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maka muhil bebas dari utang dan ia tidak dibebankan untuk mengganti atau 

membayar jaminan, kepada muhal „alaih.
60

 

2. Tetapnya kekuasaan penuntut bagi muhal atas muhal „alaih terhadap utang 

yang ada dalam tanggungannya. Dengan semikian, pengalihan bukan hanya 

utang, melainkan utang dan penuntutannya sekaligus. 

3. Tetapnya hak mulazamah bagi muhal „alaih atas muhil, apabila muhil terikat 

dengan muhal.
61

 Artinya setiap muhal mewajibkan kepadanya hal yang 

berhubungan dengan utang yang di-hiwalah-kan sehingga ia wajib 

menurutinya.  

E. Berakhirnya Akad Hiwalah 

Hiwalah dapat dinyatakan berakhir karena beberapa hal sebagai berikut: 

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad hiwalah mem-fasakh 

(membatalkan) akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan 

adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut 

pembayaran utang kepada pihak pertama. 

2. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. 

3. Pihak kedua menghibahkan harta yang merupakan utang dalam akad 

hiwalah itu kepada pihak ketiga. 

4. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar 

utang yang dialihkan itu.
62
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61
 Ahmad Wardi Muslich, op cit, h. 453 
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5. Adanya kerusakan atau kerugian bagi pihak muhal dengan kematian atau 

bangkrutnya muhal „alaih. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. 

Menurut Hanafiyah, jika muhal „alaih mati atau bangkrut sehingga tidak 

bisa mengembalikan dan membayar utang yang dipindahtangankan padanya 

oleh muhil, si muhal boleh kembali kepada muhil untuk menagih utangnya. 

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan r.a.: “jika ia 

(muhal „alaih) mati dalam keadaan bangkrut maka tanggungan utang 

kembali lagi pada muhil”. Disamping itu, karena hiwalah itu berlaku 

(dikaitkan) dengan keselamatan muhal „alaih, untuk melunasi utang maka 

hal ini seperti sifat terbebasnya barang dagangan dari aib dan cacat.
63

 

6. Muhal menyedekahkan harta kepada muhal „alaih dan ia menerima sedekah 

tersebut. 

Sekiranya ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan akad hiwalah itu, 

maka ia dapat mengadakan gugatan, apabila orang yang dilimpahi tanggung 

jawab (muhal „alaih) mengingkari kewajibannya dan apabila terjadi perselisihan 

di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
64

 Selanjutnya 

hakim dapat menetapkan suatu keputusan setelah memperhatikan bukti-bukti 

yang diajukan dan setelah mendengar sumpah yang diucapkan tergugat. 

 

                                                             
63 Ismail Nawawi, op cit, h. 183 

64  Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan 

Syari‟ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah,( Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2014), h. 110. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapatlah diambil 

suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan akad hiwalah dalam transaksi over kredit mobil di Desa Suka 

Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dalam penerapannya 

pihak muhil melimpahkan hutangnya kepada muhal „alaih melalui jasa 

makelar dengan ketentuan jumlah sisa hutang yang telah disepakati ketika 

transaksi over kredit berlangsung. Akad hiwalah dalam transaksi over kredit 

mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

dilakukan dengan secara terselubung dengan secara lisan. Dimana pihak-

pihak yang berakad hanya muhil, muhal „alaih, dan makelar saja, sedangkan 

pihak muhal tidak mengetahui adanya akad hiwalah dalam over kredit 

mobil tersebut. 

2. Objek Jaminan Fidusia adalah meliputi baik barang bergerak maupun 

barang tidak bergerak. Dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi 

pengalihan hak kepemilikan, pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan 

dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. 

3. Ditinjau menurut hukum islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No 12/DSN-MUI/IV/2000 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi 
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Syariah pada pasal 364 bab tentang hiwalah,  Dalam praktik transaksi over 

kredit mobil  

di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak 

memenuhi rukun dan syarat dalam berakad yaitu tidak ada shigat akad 

muhal (pihak dealer). Di samping itu transaksi over kredit mobil di Desa 

Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu mengandung 

unsur gharar shigat dalam berakad karena menggabungkan dua akad dalam 

satu transaksi (al-jam‟u baina bai‟ataini fi bai‟ah) yakni transaksi jual beli 

dan transaksi hiwalah (pengalihan hutang). Sehingga transaksi over kredit 

mobil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan syariat islam dari 

ketentuan Fatwa DSN MUI. Atau dengan kata lain akad tersebut 

mengandung sifat bathil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan 

sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad 

fasid dan bathil.  

B. Saran  

Berasarkan uraian diatas, maka beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Para pihak mengkonfirmasi bank leasing untuk melakukan over kredit 

mobil apabila pihak muhil sudah tidak mampu membayar sisa hutangnya. 

Kemudian pihak bank leasing akan melakukan analisa kelayakan transaksi 

over kredit mobil secara financial, muhal „alaih akan menjadi debitur baru 

yang menggantikan posisi muhil sebagai debitur lama. Kesadaran bagi para 
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pihak terkait dengan proses hiwalah atau pengalihan hutang yaitu antara 

muhil dan muhal „alaih hendaknya memperhatikan syarat sah dalam 

berakad. 

2. Para pihak harus memperhatikan kerugian yang akan terjadi kemudian hari. 

Apabila diketahui para pihak melakukan wanprestasi (tidak membayar 

cicilan), dan melakukan over kredit kembali kepada pihak lain atau over 

kredit berantai, maka ia akan dikenakan hukuman tindak pidana 

penggelapan dan penyalahgunaan barang jaminan fidusia. Kemudian bagi 

pihak muhal „alaih, karena status BPKB (bukti kepenilikan kendaraan 

bermotor) masih jaminan yang disita bank leasing, suatu saat bisa saja 

mobil tersebut disita oleh dept collector dan aparat kepolisian. 
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Dokumen profil Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

  



 

 

 

Daftar Wawancara Pihak Pertama (Muhil) 

 

Nama : Bp Ujang Syarif  

Usia  : 27 th 

1. Apakah anda membeli kendaraan mobil secara kredit ? 

2. Kapan anda membeli kendaraan mobil secara kredit ? 

3. Bagaimana cara anda mengatasi kredit macet kendaraan mobil yang anda 

beli ? 

4. Apa alasan anda melakukan transaksi over kredit kedaraan mobil yang tidak 

bisa anda lunasi ?  

5. Bagaimana resiko dari kendaraan mobil yang anda over kreditkan ? 

6. Apa keuntungan anda dari transaksi over kredit ? 

 

 

 

 

       Pekanbaru, 14 juli 2019 

            Pembimbing skripsi 

 

 

       Ade Fariz Fahrullah, M.Ag 

       NIP: 196711122005011005 

  



 

 

 

Daftar Wawancara Pihak Ketiga  (Muhal’alaih) 

 

Nama  : Bp Ali Nurdin 

Usia : 45 th 

 

1. Sejak kapan anda membeli mobil secara over kredit ? 

2. Apa alasan anda membeli mobil secara over kredit ? 

3. Bagaimana proses anda melakukan transaksi over kredit mobil ? 

4. Bagaimana resiko membeli mobil secara over kredit ? 

5. Mengapa BPKB masih atas nama pihak pertama ? 

6. Apakah pihak bank leasing mengetahui adanya transaksi over redit mobil ? 

 

 

 

 

       Pekanbaru, 15 juli 2019 

            Pembimbing skripsi 

 

 

       Ade Fariz Fahrullah, M.Ag 

       NIP: 196711122005011005 

  



 

 

 

Daftar Wawancara Makelar 

 

Nama : Acip Nuryanto 

Umur : 30 th 

 

1. Apakah makelar adalah sebuah profesi anda ? 

2. Berapa keuntungan yang anda dapat ? 

3. Kenapa banyak masyarakat yang melakukan over kredit kendaraan ? 

4. Bagaimana kesepakan harga kendaraan yang di over kreditkan ? 

5. Apakah pelaku over kredit mempermasalahkan BPKB ? 

6. Apakah pihak bank leasing mengetahui adanya transaksi over kredit mobil ? 

 

 

 

 

 

       Pekanbaru, 16 juli 2019 

            Pembimbing skripsi 

 

 

       Ade Fariz Fahrullah, M.Ag 

       NIP: 196711122005011005 

 

  



 

 

 

Daftar Wawancara Pihak Pertama (muhil) 

 

Nama : Misnawati 

Usia :  

 

1. Apakah anda membeli kendaraan secara kredit  ? 

2. Kapan anda membeli kendaraan mobil secara kredit ? 

3. Bagaimana anda mengatasi kredit macet terhadap kendaraan mobil yang 

anda beli ? 

4. Kapan anda mengover kreditkan kendaraan mobil tersebut ? 

5. Apa alasan anda melakukan transaksi over kredit ? 

6. Bagaimana resiko dari kendaraan mobil yang anda over kreditkan ? 

7. Apa keuntungan anda dari transaksi over kredit ? 

 

 

 

        

       Pekanbaru, 16 juli 2019 

            Pembimbing skripsi 

 

 

       Ade Fariz Fahrullah, M.Ag 

       NIP: 196711122005011005 

  



 

 

 

Daftar Wawancara Pihak Ketiga (muhal ‘alaih) 

 

Nama : Bp Tekad Ramadani 

Usia : 25 

 

1. Sejak kapan anda membeli mobil secara over kredit ? 

2. Apa alasan anda membeli mobil secara over kredit ? 

3. Bagaimana proses anda ketika melakukan transaksi over kredit mobil ? 

4. Bagaimana resiko membeli mobil secara over kredit ? 

5. Mengapa BPKB masih atas nama pihak pertama ? 

 

 

 

 

 

 

       Pekanbaru, 17 juli 2019 

            Pembimbing skripsi 

 

 

       Ade Fariz Fahrullah, M.Ag 

       NIP: 196711122005011005 

 

  



 

 

 

Daftar Wawancara Pihak Kedua (muhal) 

 

Nama : Bp Edwin Barki 

Jabatan: Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu 

 

1. Apakah anda bekerja sama dengan pihak dealer atau sorum dalam melunasi 

kendaraan ? 

2. Bagaimana proses dalam pembayarannya ? 

3. Berapa margin yang di dapat dari akad tersebut ? 

4. Bagaimana resiko apabila nasabah melakukan take over/over kredit 

kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pihak bank ? 

 

 

 

 

 

       Pekanbaru,     juli 2019 

            Pembimbing skripsi 

 

 

       Ade Fariz Fahrullah, M.Ag 

       NIP: 196711122005011005 
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